
 

 
 
 
 

BUPATI KAPUAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR  45  TAHUN 2022 

                                        
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 

23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan 

Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

20l7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

  b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun secara konkrit dan 

sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Tahun 

2022 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) 

Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023; 

  c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 050/450.c/II/Bapplitbang 

tanggal 23 Juni 2022 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan 

Akhir RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023; 

 

 

 

 

SALINAN 



 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka 

menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2023; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19)  dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19)  dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   

4700); 

 

 



 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);   

  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6573); 

  9. 

 

 

 

 

10. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757);   

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6042); 

 

 

 

 

 



 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik   Indonesia Nomor 6178); 

  15. 

 

 

 

16. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    

6323); 

  17. 

 

 
18. 

 

 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 
 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 59); 
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

 

 

 



 

  20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan 

dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

  23. 

 

 

24. 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

27. 

 

 

 

28. 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019   Nomor 1114); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan  Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2026; 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023; 

 

 



 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 53) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 

Nomor 73); 

 

  

 MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023. 

    

  

BAB  I 

 KETENTUAN UMUM 

  

 Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

  3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. 

  5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah 

Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas. 

  6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kapuas Tahun 2023. 

    
 Pasal 2 

 

  (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan 

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. 



 

  (2) RKPD yang dimaksud adalah dokumen perencanaan tahun 

2023 yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Pemerintah 

Daerah menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan pemetaan 

program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi 

dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan, hasil pemetaan menjadi bagian 

muatan pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 

Kabupaten Kapuas. 

  (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai 

berikut : 

a. Bab I : Pendahuluan; 

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan 

Daerah; 

d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah; 

e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan 

Daerah; 

f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; dan 

g. Bab VII : Penutup. 

 
 

  (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menguraikan Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu 

masing-masing program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2023, yang diusulkan melalui 

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Kapuas Tahun 2023. 

 

  Pasal 3 

 

  RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan 

setiap Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas untuk 

memfinalkan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 

dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 

Anggaran 2023.  

 

 

 

 

 



 

  Pasal 4 
 

  Dalam hal RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara 

Pemerintah Kabupaten dengan DPRD tentang Kebijakan Umum 

(KUA) Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, maka 

Pemerintah Kabupaten menggunakan Program dan Kegiatan 

hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten 

dengan DPRD. 

 

  Pasal 5 

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal 6 Juli 2022                            
 

BUPATI KAPUAS, 
 

ttd 
 

BEN BRAHIM S. BAHAT 

 

Diundangkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal 6 Juli 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 

                           ttd   
             

                      SEPTEDY 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 45 


